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1. PENYELENGGARAAN 
PENANGGULANGAN 

BENCANA



TANGGUNG JAWAB & KELEMBAGAAN

■ UU NO. 24/2007 PASAL 5

 Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab 

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

■ UU NO. 24/2007 PASAL 10

 Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

■ UU NO. 24/2007 PASAL 18

 Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah



PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN 
BENCANA (SEBELUM TERJADI BENCANA)

■ UU NO. 24/2007 PASAL 33

 Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 tahap:

■ UU NO. 24/2007 PASAL 44

 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat bencana 

meliputi:

a. Kesiapsiagaan

b. Peringatan dini; dan 

c. Mitigasi bencana



Pasal 45 (2)  UU 

24/2007

Kesiapsiagaan

meliputi

a. penyusunan dan uji coba rencana 

penanggulangan kedaruratan;  

b. sistem peringatan dini; 

c. pemenuhan kebutuhan dasar; 

d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, 

dan gladi; 

e. penyiapan lokasi evakuasi;  

f. penyusunan data akurat, informasi, dan 

pemutakhiran SOP; 

g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, 

dan peralatan untuk pemulihan



SIKLUS KESIAPSIAGAAN

Siklus Kesiapsiagaan :  suatu 

rangkaian kegiatan

kesiapsiagaan yang menyeluruh
dan dilakukan secara berkala  dan 

berulang melalui lima tahapan yang 

sistematis:

1.Perencanaan,

2.Pengorganisasian dan

penyediaan sumberdaya,

3.Pelatihan dan latihan,

4.Evaluasi, dan

5.Tindakan perbaikan
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PELATIHAN & LATIHAN

• Pelatihan dan latihan dilaksanakan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut

• Metode latihan yang disarankan untuk menyempurnakan dan atau menguji perencanaan

adalah Tabletop Exercise dan Geladi Posko

SEMINAR/ 
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JENIS LATIHAN YG 
FOKUS PADA 

KEMAMPUAN & 
KETERAMPILAN TEKNIS 

JENIS LATIHAN YG 
FOKUS PADA SOFTWARE, 

SISTEM, KEBIJAKAN & 
PERENCANAAN 



2.  MANAJEMEN 
PENANGANAN DARURAT 

BENCANA



KEMUDAHAN AKSES
UU NO. 24/2007 PASAL 50 AYAT (1)

■ Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD 

mempunyai kemudahan akses yang meliputi: 

a. pengerahan sumber daya manusia; 

b. pengerahan peralatan; 

c. pengerahan logistik; 

d. imigrasi, cukai, dan karantina; 

e. perizinan; 

f. pengadaan barang/jasa; 

g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; 

h. penyelamatan; dan

i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga. 

BNPB/BPBD

KOMANDAN PDB

PENDELEGASIAN                      KEWENANGAN



KOMANDAN PDB 
(PP NO. 21/2008 PASAL 47)

■ Mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan 

sektor/Lembaga dalam satu komando untuk pengerahan sumber daya 

manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan

■ Dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, 

peralatan, logistik dan penyelamatan berwenang mengendalikan para 

pejabat yang mewakili instansi/lembaga

■ Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando 

didasarkan pada system komando tanggap darurat bencana



SISTEM KOMANDO PDB 
PENGORGANISASIAN 
PELAKSANA TAKTIS KOMANDAN PDB

PERENCANAAN OPERASI

POS 
LAPANGAN

POS 
LAPANGAN

POS 
LAPANGAN

LOGISTIK
ADMINISTRASI & 

KEUANGAN

HUMAS
PENGHUBUNG/LO

KESELAMATAN 
(SAFETY)



TANTANGAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN 
SISTEM KOMANDO PDB

■ Rantai komando yang lemah; perintah dari komandan/supervisor dari 

dalam organisasi komando PDB vs supervisor dari organisasi induk

■ Fungsi perencanaan yang lemah; tidak ada perencanaan terpadu

■ Operasi Bersama vs Bersama-sama operasi (tidak ada keterpaduan 

upaya)

■ Mekanisme sistem komando PDB vs sistem klaster

■ Logistik untuk masyarakat terdampak vs logistik untuk petugas 

komando PDB/pelaku respons

■ Komitmen Kepala Daerah yang kurang memadai

■ Kewenangan yang tumpeng tindih antara penanggungjawab, 

pendukung dan pelaksana komando

■ Akses dan mekanisme penggunaan anggaran untuk operasional



MANAJEMEN PDB YANG EFEKTIF

• Penanggungjawab

• Penentuan kebijakan & arahan

• Pendelegasian peran dan tanggungjawab

•Dukungan sumber daya dan informasi baik

untuk penentu kebijakan maupun pelaku

respons di lapangan

•Koordinasi lintas lembaga/organisasi untuk

mendukung pelaksana/komando taktis

•Mengendalikan operasi taktis

•Menentukan prioritas-prioritas tindakan

penanganan darurat bencana

•Mengkoordinasi-kan seluruh sumberdaya

yang ada

KEBIJAKAN

DUKUNGAN & 

KOORDINASI

KOMANDO TAKTIS
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KA BNPB
(National Response Coordination 

Center)

KOMANDAN 

PENANGANAN DARURAT 

BENCANA

KOMANDAN

PENANGANAN DARURAT 

BENCANA

KOMANDAN 

PENANGANAN 

DARURAT BENCANA 

WILAYAH/PROVINSI

KOORDINATOR POSPENAS

KOORDINATOR

BANTUAN 

MILITER ASING

KOORDINATOR

BANT. REGIONAL & 

INTERNASIONAL

KOMANDAN 

PENANGANAN 

DARURAT BENCANA

NASIONAL

PROVINSI

KAB/KOTA

PRESIDEN

DEWAN PENASEHAT

 MENKO2 TERKAIT

PUSDALOPS PB NASIONAL (BNPB)

PUSDALOPS PB PROVINSI

SISTEM NASIONAL

MANAJEMEN PENANGANAN DARURAT BENCANA

PUSDALOPS PB 

KAB/KOTA

SEKRETARIAT BERSAMA 

PDB

SEKRETARIAT BERSAMA PDB



PEMBAGIAN PERAN PERANGKAT SISTEM 
MANAJEMEN PDB

16

• PRESIDEN

• DEWAN PENGARAH PDB

• PUSAT KOORDINASI NASIONAL 

PDB

• PUSDALOPS PB

• KLASTER PDB

• POSKO PDB KABUPATEN/KOTA

• POS PENDAMPING NASIONAL

• SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER 

PDB)

• POSKO PDB PROVINSI

KEBIJAKAN

DUKUNGAN & 

KOORDINASI

KOMANDO TAKTIS

STRATEGIC

OPERATIONAL

TACTICAL



3.  KESIAPAN 
MENGHADAPI COVID-19 



PERMASALAHAN DUNIA

• Penyebaran penyakit yang lebih cepat 
dan  lebih jauh

• 70% negara tidak siap 

menghadapinya

• Dampak ekonomi yang besar : SARS 
$ 40  milyar, Ebola $ 30 milyar

• Wuhan COVID-19: 45.204 cases, 

39.239 infected, 1.118 deaths, 5.965 

discharged/ recovered. Economic loss 

US$ 62 billion (Rp. 847,21 Triliun) 

2% dari PDB China pada kuartal 

pertama tahun 2020



Sumber: Paparan Perwakilan WHO di Indonesia
12 Februari 2020



Sumber: Paparan Perwakilan WHO di Indonesia
12 Februari 2020



ANCAMAN CBRN TERKINI

• CHEMICAL

• Harrasing agent.

• Incapaciting agents

• Lethal agents:

• Blister /nerves/bloods /chookings

• RADIOLOGICAL

• Dirty bomb

• NUCLEAR

• A bomb , h bomb/ thermonuclear, neutron bomb

• Salted bomb

• BIOLOGICAL

• Biological armed race/bioweapon/biodefense

• Biological warfare/bioeconomic warfare

• Dual uses >bioterrorism>biosecurity

• Bioengineering/seed engineering/ biosafety

• Biosecurity +biosafety > bio risk management
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Pengawasan Penyakit Zoonotik

Identifikasi Sumber alami 
& Jalur Transmisi Virus



Sumber alami virus

• Lebih 50 spesies kelelawar buat di Indonesia 

sebagai carries terhadap virus corona

• Dapat memindahkan viris ke hewan liar atau 

peliharaan

• Bisa tertular ke manusia seperti yang terjadi 

Malaysia (Wabah Nipah) dan di Australia (Wabah 

Hendra) 

• Studi terhadap kelelawar: bisa terbang hingga 1000 

km dalam waktu beberapa hari



STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA 
UNTUK COVID-19?

■ Jika ditetapkan status keadaan darurat, belum terdapat kasus yang 

ditemukan di wilayah NKRI atau satu wilayah tertentu di Indonesia;

■ Jika ditetapkan status keadaan darurat, dapat menimbulkan 

kepanikan dan akan berdampak pada stabilitas keamanan, sosial, 

dan perekonomian (contoh: saat erupsi Gn. Agung 2017)

■ COVID-19 merupakan ancaman yang unik karena belum terdapat 

kasus, belum terjadi KLB, namun perlu dilakukan tindakan-tindakan 

untuk mencegah agar hal-hal tersebut tidak terjadi.  



PERPRES NO. 17/2018
PENYELENGGARAAN PB DALAM KEADAAN 

TERTENTU

■ PASAL 1:

1) Keadaan Tertentu adalah suatu keadaan dimana status 

Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status 

Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak

diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan

guna mengurangi Risiko Bencana dan dampak yang lebih luas. 

4) Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat

bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang 

dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya

rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan 

gangguan kegiatan masyarakat. 



PERPRES NO. 17/2018

■ PASAL 3:

1) Dalam Keadaan Tertentu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat

melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana termasuk kemudahan

akses dalam penanganan darurat bencana sampai batas waktu tertentu, setelah

mendapatkan keputusan dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga yang 

dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang membidangi koordinasi

penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

2) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan pada kondisi: 

• adanya potensi Bencana dengan tingkat ancaman maksimum; dan 

• telah terjadi evakuasi/penyelamatan/pengungsian atau gangguan fungsi

pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi

masyarakat. 

3) ….

4) ….
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PRESIDEN

NATIONAL RESPONSE COORDINATION CENTER

MENTERI KESEHATAN

DEWAN PENGARAH: 

KEMENKO

USULAN TATA KELOLA & PENGORGANISASIAN

PENCEGAHAN & PENANGANAN 

COVID-19

PUSDALOPS COVID-19

REGIONAL RESPONSE COORDINATION CENTER

KADINKES PROVINSI

PUSDALOPS PROVINSI COVID-19 

REGIONAL RESPONSE COORDINATION CENTER

KADINKES KAB/KOTA

PUSDALOPS KAB/KOTA COVID-19 

INCIDENT COMMAND
INCIDENT COMMANDINCIDENT COMMAND

(ON-SCENE)



Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi 
Novel Coronavirus (Kemkes)



Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi 
Novel Coronavirus (Kemkes)

■ Sangat informatif (alur deteksi dini dan respons di pintu masuk dan wilayah, alur 

pelaporan, alur pemeriksaan specimen COVID-19, contoh media promosi kesehatan 

COVID-19, perbedaan kriteria pasien dalam pengawasan dan orang dalam 

pemantauan, pencegahan komplikasi COVID-19, formuli—formulir, contoh surat 

pengantar pemeriksaan lab, dsb)

■ Masih terdapat ”ruang” untuk melengkapi kesiapsiagaan/kesiapan dalam 

melakukan pencegahan dan meminimalisir penyebaran (terminology yang tepat?), 

sebagai contoh, hal-hal yang terkait:

 Community preparedness

 Community recovery

 Emergency operations coordination

 Emergency public information & warning

 Information sharing

 Responder safety & health

 Volunteer Management

 Lainnya?



WORLD HEALTH ORGANIZATION

HEALTH

programme
EMERGENCIES

• Definisi Kasus Surveilans

• Bimbingan laboratorium

• Manajemen klinis

• Pencegahan dan pengendalian infeksi

• Komunikasi risiko

• Perawatan di rumah untuk pasien diduga COVID-19

• Daftar periksa kesiapan Negara

• Paket komoditas penyakit

• Mengurangi penularan dari hewan ke manusia

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus

Pedoman WHO tentang COVID-19





CENTERS FOR DISEASE CONTROL 
& PREVENTION

Preparedness

Skill & Training

Equipment & 

Technology



REKOMENDASI
1. Peningkatan surveilans pada manusia, hewan, dan satwa liar untuk deteksi dini dan mitigasi risiko wabah.

2. Tetap melakukan tindakan pengamatan atau deteksi penyakit secara cepat, pelaporan secara cepat dan 

pengamanan cepat 

3. Meningkatkan pelaksanaan edukasi kepada masyarakat tentang risiko zoonosis terkait satwa liar dan atau 

daging satwa liar melalui perdagangan hewan peliharaan eksotik.

4. Perlu pengembangan suatu  skenario kejadian wabah Covid-19 untuk penyusunan Rencana Operasi 

terpadu di semua tataran (kab/kota, provinsi, nasional)

5. Perlu kerangka  besar bagaimana Pemerintah menangani wabah di masa yang akan datang yang 

melibatkan semua pihak

6. Perlunya kemandirian dalam teknologi dan industri kesehatan

7. Akuntabilitas dalam pemanfaatan dana siap pakai

8. Pelatihan dan latihan untuk meningkatkan kesiapan & kapabilitas SDM

9. Diperlukan adanya “joint information centre” untuk mengkonsolidasikan berbagai informasi dari pusat

krisis/pusdalops yang dikelola oleh multi pihak untuk mewujudkan “one voice” public information.

10. Pengalokasian sarpras tertentu dengan fasilitas dan prosedur screening yang memadai untuk menjadi

lokasi pendaratan penerbangan internasional atau berlabuhnya kapal dari luar

11. Hal-hal atau kemampuan apa saja yang perlu dibangun di tingkat komunitas sehingga dapat terwujud

Community preparedness, yang mana juga tentunya diperlukan keterlibatan multi pihak termasuk peran

sektor swasta. 



GRAHA BNPB

JL. PRAMUKA KAV 38, JAKARTA TIMUR 13210

Email : contact@bnpb.go.id

Website : www.bnpb.go.id

Facebook : www.facebook.com/bnpb.indonesia 

Twitter : @BNPB_Indonesia

YouTube : BNPBIndonesia

TERIMA KASIH

mailto:contact@bnpb.go.id
http://www.bnpb.go.id/

